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BAB III 

TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN 

 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILU  

A. Pengertian Kepolisian  

Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno 

“politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.
30

  

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, kata polisi diartikan sebagai badan 

pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti 

menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas 

menjaga keamanan. 
31

  Tak hanya itu, dalam undang-undang juga dicantumkan definisi 

kepolisian yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 :  

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. 

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Kepolisian Republik Indonesia dengan keberadaannya membawa empat peran 

strategis, yakni : 

1. Perlindungan Masyarakat 

2. Penegakkan Hukum 

3. Pencegahan Pelanggaran Hukum 

4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
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Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang 

Polri secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, 

pelindung, pengayom dan pembimbing masayarakat terutama dalam rangka kepatuhan 

dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada 

dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata 

maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, 

khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas: 

 a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

 b. menegakkan hukum; dan 

 c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas 

polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan 

memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan 

ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini 

dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas 

ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, 

dan negara.  

Disamping banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, polisi juga memiliki banyak wewenang seperti yang tecantum dalam Pasal 15 

Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang wewenang yang secara umum 

dimiliki oleh polisi. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
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 d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancampersatuan dan kesatuan bangsa; 

 e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative 

kepolisian; 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam 

rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

 i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

 j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

 k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 

pelayanan masyarakat; 

  l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan   

  pengadilan,    kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

 m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat 

(1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia). 

Selain wewenang umum, kepolisian juga memeliki wewenang dalam 

menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam 

Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

b.  Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

 untuk kepentingan penyidikan  

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 

d.  Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

 pengenal diri. 

e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.  

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

g.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

 pemeriksaan perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan. 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang  

 di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 

 mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 

k.  Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil  

  untuk diserahkan kepada penuntut umum. 
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l.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat 

(1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

C. Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian 

Secara universal, fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peace and order maintenance) dalam penegakan 

hukum (law enforcement).
32

 

Fungsi utama kepolisian yang diatur dalam UU. No. 2 Tahun 2002 : 

1. Tugas pembinaan masyarakat (Pre-emtif) 

 Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai 

“pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang 

bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens. Dalam hal ini polisi 

berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur 

penegakan hukum barang sekalipun. 

Usaha preemtif yaitu merupakan usaha penanggulangan terhadap fenomena 

situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara 

mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat 

laten potensial pada sumbernya. Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah 

mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi 

apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibanya 

sebagai warga Negara. Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan 

nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang oleh 
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peradilan, misalnya tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, yaitu 

perjudian, mabuk, perzinaan dan lain sebagainya. 

Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik pengertian sebagai berikut: 

a. Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam 

masyarakat. 

b. Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap 

anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai 

warga Negara. 

c. Pencapaianya kadar kesadaran hukum yang tinggi adalah dalam rangka tegaknya 

hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai 

dengan Undang- Undang Dasar 1945.
33

 

2. Tugas di bidang preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah 

agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk 

memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisah-pisahkan 

karena keduanya saling berkaitan, di samping itu tindakan represif terhadap 

seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi 

orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. 

Mengenai masalah tindakan represif, “Yang di maksud dengan tindakan 

represif/pengawasan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam represif ini 

adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana
34
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3. Tugas di bidang represif 

Tugas kepolisian yang telah diuraikan sebelumnya adalah sejalan dengan 

fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

sebagai berikut: 1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : 

“Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan 

ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat” 

 Penanganan tindak pidana oleh kepolisian terdiri dari dua yaitu 

penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai 

dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana 

berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan 

ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau 

penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan 

penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil 

tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan 

tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna 

menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau 

bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar 

menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan 

pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. 

 Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polri atau 

penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang 

menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. 
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Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki 

kewenangan untuk melakukan tindakan pe melakukan penyidikan dan secara 

bersamaan nyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya 

apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum/ 

KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Untuk 

memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, 

penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap 

orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana 

yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain: 

a. Penangkapan 

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka 

perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan 

tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya 

Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:  

1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, 

Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.  

2)  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.  

Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk 

mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, 

mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 

x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat 

perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita 
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acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh 

tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan. 

b. Penahanan 

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas 

perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup 

bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan 

penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka 

dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan 

atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya 

surat perintah penahanan tersebut adalah: 

1)  Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) 

KUHAP.  

2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.  

c. Pemeriksaan  

 Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan 

tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak 

pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun 

Pemeriksaan (BAP).  

a.  Penggeledahan  

 Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah 

penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-

saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah 

penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah 
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penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik 

atau penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat 

tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat 

perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan 

izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal tertangkap tangan 

penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin 

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan sebagai 

berikut:  

1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal   

    11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.  

2) Permintaan dari penyidik. 

3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. 

 e.  Penyitaan 

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah 

laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh 

petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. 

Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala 

Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. 

Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin 

khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita 

antara lain:  



58 
 

1) Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari 

tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.  

2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau 

untuk mempersiapkannya.  

3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak 

pidana.  

Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut: 

 a)  Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 

38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 

131 KUHAP.  

b)    Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera 

menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang 

merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya 

saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP).  

Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil 

penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan 

(karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari penuntut 

umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu telah 

lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka 

penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Tetapi apabila 

penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap. 

Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai 
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petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan 

tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah 

tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan 

kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 

138 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini dimana penyidikan sudah dianggap selesai, 

maka penyidk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b).
35
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